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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 147/PMK.03/2017 

TENTANG 

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN  

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara 

pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak, dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok 

Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak; 

b. bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam 

berusaha (ease of doing business) oleh Pemerintah 

Indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan 

administrasi dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak dan 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

c. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas 

pelaksanaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 
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secara jabatan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak secara jabatan, serta meningkatkan 

pengawasan atas kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, 

diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur 

mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 

Pajak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5  

Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan 

Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

 

Mengingat :  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR 

POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN 

PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara               

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti                         

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor                      

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya 

disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
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Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

5. Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya 

disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib 

Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi 

kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan 

perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. 

7. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau 

lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat 

tinggal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam 

bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 
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memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah 

pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean. 

9. Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disingkat PKP 

adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 

dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan 

perubahannya. 

10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

12. Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya 

disebut Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan 

pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan 

keterangan lain yang diperoleh dan/atau dimiliki 

Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan 

Wajib Pajak. 

13. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, termasuk Surat 

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 

14. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
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